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Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 

! Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Paaar-paaar ya^g dikuasai oleh 
: Pemerintah Kabupaten Daerah Ttngkat II Pacitan dengan segala peraturan 

perubahannya, dipandang sudah tidhk sesuai lagi dengan keadaan sekarang; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a Konstderan Menimbang ini, 
- ; dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tin^cat n 

: Pacitan Nomor 30 tahun 1980 dan menuangkan kembali ketentuan tentang 
pasar Daerah dalam suatu Peraturan Daerah. 

Meiqpngat : 1. Undaî -undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabiqiaten Dalam Linglouigan Fropinsi JawaTimur; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di 
Daerah (Lendiaran Negara Repid)lik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, 
TambahanLembaranNegaraRepubltklndonesiaNomor 3037); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang P^ak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Bidonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik ladonesiaNomor 3685); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Rtdonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran NegaraRepubltklndonesiaNomor 3692); 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk 
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

6.. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur 
Pengesahan Peraturan Daerah tentang Fajak Daerah dan Retribusi Daerah; 



7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman 
Tata Cara Pemun îtan Retribusi Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tin^cat II Pacitan Nomor 7 TaJiun 
1998 tentang PeoyidUc Pegawai Negeri Sipil di Ungkungan Pemerintah 
Kabiqiaten Dtarah Tingkat H Pacitaa 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah Kabupaten D^rah Tingkat n 
Pacitan, ! 

^ -

' I '• .•' M E M U T U S K A N 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT U 
PACTTAN TENTANG RETRIBUSI PASAR 

I B A B I 
i - " • KETENTUAN UMUM 
; PASAL 1 
^ • • ' 

Dalam Peraturan Daerah ini yaqg dimaksud dengan: 
* - • 

a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingk^in Pacitan; 
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah K^paten Daerah Tin^cal n 

Pacitan; . 
c. KepalaDaerah,adalahBupatiKepalaD^rahTin^mtQPacitan; 
d. DPRD, adalah Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkatn Pacitan; 
e. Pasar Daerah, adalah pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pacitmi yaqg dipergunakan sebagai tempat berdagang; 
£ . Los, adalah bagian dari pasar yang terletak didalam pasar dengan bentuk 

dan luas tertentu yang berfiingsi sebagai tenqiat berdagang; 
g. Pemakai, adalah orang yang menggunakan los atau tenqiat-tenqjat tertentu. 

dalam kawasan pasar untuk berdagang; 
h. Penjabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 

Daerah sesuai dengan peraturan peruivJang-undapgan j'ang berlaku; 
i. Badan, adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miltk negara ^au 
daerah dengan nama dan bentuk ^^uo, perseloituan, perkumpulan, ftrma, 

^ kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana 
pensiun, bentuk usaha tet^ serta bentuk badan usaha lainnya. 

j . Surat Ketet^an Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, 
adalah sur^ keputusan yang menentukan besamya jumlah rehibusi yang 
terutang. 

k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingimt STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sankst administrasi 
berupa bunga atau denda 

1. Tenq̂ at-tenq̂ at tertentu, adalah teiiq)at-teaipat dalam kawasan pasar diluar 
loB pasar yang dap^ digunakan sebagai tenqiat untuk berdagang deitgan luas 
maksimal 2 (dua) meter. 



; B A B H 
: KETENTUAN PENYELENGGARAAN 
i Pasal 2 . 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pasar Daerah yang d^at 
dipergimakan sebagai tempat berdagai^ bagi masyarakat; 

(2) Lokasi dan kelas pasar-pasar yang diseleoggarakan oleh Pemerintah Daerah 
ditet^kan lebih lanjut oleh KepaJa Daerah; 

(3) Pengelolaan Pasar Daerah dilaksanakan oleh pejabat yar^ ditunjuk. 

Pasal 3 

(1) Seti^pemakai Los w^ib memilild izindari pengelolapasar; 

(2) Fengalihaa pemakai Los kepada pibak lain bani dapat dilaksanakan setelah 
mend^at persetujuan dari pengelola pasar; 

(3) Pemakai pasar wajib mematuhi ketentuan pengelolaan pasar yang ditet^kan 
oleh pengelola pasar; 

! • -
i 
t ( 

B A B m 
NAMA, OBYEKDAN SUBYEK 

; Pasal 5 
s 

• j , • 

(1) Dengan nama Retribusi pasar dipungut pembayaran atas pemakaian fasilitas 
pasarmilik/yaiigdikelolaPemerintihDaerah; . 

(2) Obyek retribusi adalah pemakaian^emanfaatan Stsilitas pasar; 

(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memakai/meman&atkaa fasilitas pasar. 

I B A B I V 
GOLONGAN RETRmUSI 

1 Pasal 5 

Retribusi pasar digoloit̂ can retribusi Jasa Umum; 

I 

i B A B V 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat Fenggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian/penenqialaii 
fasilitas pasar; 



• i . •• •• • 

i B A B VI 
• PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

TARIF RETRIBUSI 
I Pasal 7 

Prinsip dan sasarsn dalan penetapan tarif retribusi dtdasarkan pada 
kebijaksanaan Daerah dengan mempeihatikan b l ^ penyediaan ^silitaa, 
kemanqiuah masyarakat dan aspek keadilan serta untuk bie^ penggantian biaya 
yang meliputi b t ^ investasi, penyusutan, kebersitmn dan keanianan, 
operasional dan pemeliharaan, pengadaan karcisykartu pasar serta bunga 
pinjaman;. 

i B A B v n 
; STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
\ Pasal 8 

(1) Setiap pemakai pasar wajib membayar retribusi; 

(2) Besamya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(l} pasal ini ditetapkan 
sebagai berikut: 

1) Unhik menaruh atau menyinq ân barang dagangan atau tanggungan 
pemilik didalam pasar selama 1 (satu) maJam atau bagiannya dikenakan 
retribusi sebesar Rp. 100 (seratus riqiiah) seti^ ; 

i 
2) Ihituk berjualan atau berdagang kelapa, kopra, gula dipasar Daerah, t i ^ 

1 (satu) butir atau buah kelapa, 1 (satu) kopra dan 1 (satu) Kg gula 
kelapa dikenakan retribusi sebesar Rp.2 (dua mpiah); 

i 
3) Men^unakan los-Ios dalam pasar untuk berjualan dikenakan retribusi 

harian, tiap in2 sebesar Rp. 100 (seratus nqiiah) dengan ketentuan tidak 
boleh lebih dari 6 (enam) ; 

4) Menggunakan tempat untuk berjualan diluar atau seldtar bangunan los 
dalam pasar dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) 
dikenakan retribusi harian sebagai berikut: 

a. tiap 1 (satu) ekor un^as, sebesar Rp. 100 (seratus mpiah); 
i 

b. tiap 1 (satu) butir keijqja sebesar Rp. 2 (dua mpiah) 

c. untuk jenis anyam-ai^aman: 
- tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp.lOO,- (seratus ng)iah) 

tiap I (satu) pikul sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh nqiiah); 

d untuk jenis makanan: 
-: tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 100,- (seratus mpiah); 
-Tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh mpiah); 
-tiap 1 (satu) anskring sebesar Rp. 300,- (tiga ratus mpiah). 

e. Untuk jenis basil bumi/palawijo/biji-bijian. beras, kedelai dan 
sebagaii^; 
- tiap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh 
; mpiah); 
V 
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*}-. , - ri^ I {BBtu)pikiiI sebesar Rp. 300,-(tigaratus mpiah); 
; - tiap 1 (satu) kg ceogkeh sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima nq}iah); 
- • \iap 1 (satu)!^ mtinjo sebesar Rp. 25,-(duapuluh limanipiah);; 

, [ - t i ^ 1 (satu) pikul kelapa sebesar Rp. 250,- (dua lalus lima puluh 
nipiab); ; 

; - t i ^ 1 (satu) gendongan kelapa sebesar Hp. 100,-(seratus ripi&h); 

£; Untuk jenis selain polowjo (s^nr-m^rir, empon-empon dan 
I sejenisnya): t 
1 - t i ^ 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 100,- (seratus nqiiah); l 
.'-tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. 200,- (duarahisnqilah). 
{ • 

g. Untuk jenis buah-buahan: -
^ 1. golongan 1 (durian, kelengkeng. mangga. melon, anggur, 
I rambutan, manggis, semangka, jeruk dan apel) : 

- tiap 1 (satu) gendongan sebesar I ^ . 500,- (lima ratus 
[ npieh); 
! - tiap 1 (satu) pikul sebesar Rp. I.OOO,-(seribu nptah) . 

! 2. Qolongan H (selain golongan) I : 
- riap 1 (satu) gendongan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima 

; puluh niptahX . ^ 
? , - t i ^ 1 (satu) pikul sebe&ar V^. 300,- (lima ratus mpiah). ] 

h. . Untuk berjualan diluar los-Ios bangiman dalam pasar selain 
. dimaksud pada huruf a, b, c, d, £ -dan g diatas dikenakan retribusi 
, harian t l ^ 1 (satu) sebesar Rp. 100,- (seratus mpiah) dengan 
; ketentuan tidak boleh lebih dari S (lima) 

5) Untuk berjualan temak dipasar hewan dikenakan retribusi sebagai 
berikut: 

BL i T i ^ 1 (fiotu) ekor kerbau, s^i , kuda, sebesar Rp. 1.000,- (seribu 
; rupiah); 

b. \ Tiq> 1 (satu) ekor anak kerbau, sapi, kuda sebesar 1^.750,- (tujidi 
ratus lima puluh npiah); ' j 

c. I Tiap 1 (satu) ekor kambiqg/biri-biri sebesar Rp. 300,- (tiga ratus 
. impiah); • 

d , T i ^ 1 (sahi) ekor anak kambing / btri-biri sebesar Rp. 200,- (dua 
; ratus mpiah). ~ 

B A B v r a 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

] Pasal 9 
• - • • , 

Wtlt^ah pemungutan adalah di V ^ I ^ ^ Daerah; 



t 

f 

• B A B DC 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 10 

Saat retribusi terutang adalah pada sa^ diteihitlcannya SKRD atau dokumen Iain 
yang dipersamakan; • 

B A B X 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 11 

(1) Peniuiigutan retribusi tidak dapat diborongkan; 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen Iain yaqg 
dipersamakan; 

B A B X I 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 12 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktut^ atau kurang 
memb^ar, diken^mn sEuksi administrasi benqia bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiEp bulan dari retribusi yang tenitang atau kurang dibi^ar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD; , 

' B A B x n 
I • TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 > 
I ' . ' - ' f 

(1) Femb^'araa retribusi hams dilakukan secara tunai / lunas; i 

(2) Tata cara pembî raran retribusi sebagaimana dimaksud pada syat (1) 
ditetapkan oleh Bipati KepalaDaerah; 

B A B x m 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 14 

(1) Pengeluaran surat teg îran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan pena^han retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari 
jaluh tempo pemb^Bran; 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sefelafa tanggal surat 
teguranyperingatan/surat lain yang sejenis, wiyib reiruibusi hams melunasi 
retribusii^ yang terutang; . ' \ ' 

(3) Surat.Teguran sebagaimana dimaksud pada syat (1) dikeluarkan oleh 
pejabat yang ditunjuk; 

f 



t 

B A B XIV 
I KETENTUAN PIDANA 
' Pasal 13 

. (1) Wajib retribusi yan^ tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana lamiDgan paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda paliqg baiyak 4 (enqjat) kali jumlah retribusi yang terutang; 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ̂ at (1) adalah pelanggaran: 

! B A B X V 
] P E N Y I D I K A N 
; Pasal 16 
i 

(1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tententa dilingkungan Pemerintah Daerali 
diberi wewenang khusus sebagai penytdik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi Daerah. 

(2) Wewenang Fer^idik sebagai dimaksud pada ̂ at (1) adalah: 

a Menerima, mencart dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau 
I^oran berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catalan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen Iain serta melakukan pei^itaan 
tertiadap bahan bukti tersebut; 

£ Meminta baoluan tenaga ahli dalam r a n ^ pelaksanaan tugas 
pei^elidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. Menyuruh beiheoti, melarang seseorang menuxggalkan niangan atau 
tenqiat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada 
hunife; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangam '̂a dan diperiksa sebagai 
tersangk^ atau sakst; . 

j . Meogh^utikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pei^idikan ttndak 

pidana dibidang retribusi Daerah memirut hukum yang dapat 
dtpertanggung jawabkan. 

(3) Fenyidik sebagaimana dimaksud ^at (1) pasal ini memberitahukan 
dimulaii^a penyidikan dan menj-ampaikan basil penyidtkannya kepada 
penuntul umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 
NomorSTahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 



B A B X V I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tii^kat n Pacitan Nomor 30 
Tahun 1980 tentai^ Pei^elengganian Pasar-pasar yang dikuasai oleh 
Pemerintah Kabup^en Daerah Tingkat II Pacitan serta Peraturan Daerah 
perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

PasaI20 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah int, sepaiijang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh KepalaDaerah. 

' Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatan^al diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan i Daerah ini dengan penenqiataniya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten DE^mh Unseat n Pacitan. 

i 
; Ditetapkan di Pacitan 

I padatangg3l21januari 1998 

DEWAN PERWAOLAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH UNGKAT H 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT n PACITAN P A C I T A N 

K e t u a 
C^.ttd 

IMAFML.NURDINS.Sos S U T J I P T O 

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
973.35 - 1056 tanggal 24 September 1999. 
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I An BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT n 
PACTTAN 

etaris Wil^ah/Daerah 

D r g . S l 6 t J I M A N 
Pembina Tuigk^ I 
NIP. 510 049 978 
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PENJELASAN 
: ATAS . 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H PACITAN 
; , • -NOMOR 4 TAHUN1998 ' . 

i TENTANG 

j RETRIBUSI PASAR 

, » I • 

L PENJELASAN UMUM 
i • • • •" 

Ketentuan tarip retribusi peiQ'elenggaraan pasar-pasar yang dikuasai oleh 
Pemerintah Kabiq>aten Daerah Tin^at II Pacitan Nomor 30 Takm 1980 yang tel^ 
mengalami penibahan dua kali, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Selain 
prasarana pasar telab mengalami peningkatan kualitas yang sekaligus meningkadmn 
pelayanan kepada para pemakai pasar. Sebubungan dengan maksud teraebut diatas 
dipandngperlumencabutPeraturanDaerahNomorBOTahua 1980 dan mengatur ketentuan-
ketentuan mengenai retribusi pasar dengan menuaqgkan dalam suatu Peraturan Daerah; 

• • • * I -
K PENJELASAN PASAL DEMI P A S A L : -

Pasal I s / d 29 : Cuktq)jelas 


